
 

 

BUPATI SINJAI 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 

NOMOR 4 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 

 PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SINJAI, 
 

Menimbang: 

 

a. 

 

bahwa berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi atas 

Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa 

penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak 

berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 

28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu ditinjau 

kembali; 
 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi; 

 

Mengingat  : 
 

1. 
 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
 

 3. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587) 

sebagaimana diubah telah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
 

 
 

 

 
 

7. 
 

 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

 

 

 
 

 

 
 

9. 

 
 

 

 
 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 

5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 

68); 
 

 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 13); 

 
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

PelayananPublik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Tahun 2013  Nomor 3, TambahanLembaran Daerah 
KabupatenSinjaiNomor 45); 

 

 14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75); 
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DenganPersetujuanBersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI 
dan 

BUPATI SINJAI 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 

 

Pasal I 
 

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah Nomor  13 Tahun  2O12  

tentang Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  (Lembaran  Daerah 
Kabupaten  Sinjai  Tahun 2O12  Nomor  13) diubah sebagai  berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 30 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sinjai. 

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sinjai. 
5. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang merupakan  

kesatuan,  baik  yang  melakukan  usaha  maupun yang  tidak  

melakukan  usaha  yang  meliputi  perseroan terbatas,  perseroan  
komanditer,  perseroan  lainnya,  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  

atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  dengan  nama  dan  dalam  

bentuk  apa  pun,  firma, kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  
persekutuan,  perkumpulan, yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  

sosial  politik,  atau organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Retribusi  Daerah yang  selanjutnya  disebut  Retribusi  adalah 
pungutan  Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  ijin  

tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan  oleh  

Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau Badan. 
7. Ijin  Gangguan  adalah  pemberian  ijin  tempat  usaha  atau kegiatan  

kepada  orang  pribadi  atau  badan  dilokasi  tertentu yang  dapat  

menimbulkan  bahaya,  kerugian,  dan  gangguan, tidak  termasuk  
tempat  usaha  atau  kegiatan  yang  telahditentukan oleh Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah. 

8. Ijin Prinsip  adalah  ijin  yang  harus  diajukan  dan  diperolehsebelum  
dilakukan  pendirian/pembangunan  menara telekomunikasi  dan  

sebelum  diperoleh  ijin-ijin  lain  terkaitdengan 

pendirian/pembangunan menara telekomunikasi. 
9. Jasa  adalah  kegiatan  Pemerintah  Daerah  berupa  usaha  dan 

pelayanan  yang  menyebabkan  barang,  fasilitas,  atau kemanfaatan 

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

10. Retribusi  jasa  umum adalah  pungutan  daerah  sebagaipembayaran  
atas  jasa  yang  disediakan  atau  diberikan  olehPemerintah  Daerah  

untuk  tujuan  kepentingan  dankemanfaatan  umum  serta  dapat  

dinikmati  oleh  orang  pribadi atau badan.  
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11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan  perundang-undangan  retribusi  diwajibkan  untuk 
melakukan  pembayaran  retribusi,  termasuk  pemungut  atau 

pemotong retribusi tertentu. 

12. Masa  Retribusi  adalah  suatu  jangka  waktu  tertentu  yangmerupakan  
batas  waktu  bagi  Wajib  Retribusi  untuk memanfaatkan jasa umum 

dari Pemerintah Daerah. 

13. Surat  Setoran  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat SSRD  

adalah  bukti  pembayaran  atau  penyetoran  retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan  dengan  

cara  lain  ke  kas  daerah  melalui  tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Bupati. 
14. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat SKRD  

adalah  surat  ketetapan  retribusi  yang  menentukan besarnya jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 
15. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  Lebih  Bayar  yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang  menentukan  

jumlah  kelebihan  pembayaran  retribusi karena  jumlah  kredit  
retribusi  lebih  besar  daripada  retribusi yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

16. Surat  Tagihan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  disingkatSTRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

17. Telekomunikasi  adalah  setiap  pemancaran,  pengiriman dan/atau 

penerimaan  dari  setiap  informasi  dalam  bentuk tanda-tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem  kawat,  optik,  radio,  

atau  sistem  elektromagnetik lainnya. 

18. Penyelenggaraan  telekomunikasi adalah kegiatan  penyediaan dan 
pelayanan  telekomunikasi  sehingga  memungkinkan terselenggaranya 

telekomunikasi. 

19. Menara  telekomunikasi yang  selanjutnya  disebut  menara adalah  
bangunan-bangunan  untuk  kepentingan  umum  yang didirikan di atas 

tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan  konstruksi  

dengan  bangunan  gedung  yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum yang struktur fisiknya dapat  berupa  rangka  baja  yang  diikat  
oleh  berbagai  simpul atau  berupa  bentuk  tunggal  tanpa  simpul,  

dimana  fungsi, desain  dan  konstruksinya  disesuaikan  sebagai  

sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 
20. Retribusi  pengendalian  menara  telekomunikasi  adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian,  

pengecekan,  dan  pemantauan  terhadap perijinan  menara  
telekomunikasi,  keadaan  fisik  menara telekomunikasi,  dan  potensi  

kemungkinan  timbulnya gangguan  atas  berdirinya  menara  

telekomunikasi  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  
kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan. 

21. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan  

usaha  milik  daerah,  badan  usaha  milik  negara,  badanusaha  
swasta,  instansi  pemerintah  dan  instansi  pertahanan keamanan  

negara  yang  menyelenggarakan  kegiatantelekomunikasi. 

22. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik  

daerah,  badan  usaha  milik  negara  atau  badan  usaha swasta  yang  
memiliki  dan  mengelola  menara  telekomunikasiuntuk digunakan 

bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. 

23. Pengelola  menara  adalah  badan  usaha  yang  mengelola dan/atau 
mengoperasikan  menara  yang  dimiliki  oleh  pihak lain. 
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24. Penyedia  jasa  konstruksi  adalah  orang  perseorangan  atau badan 

yang  kegiatan  usahanya  menyediakan  layanan  jasa konstruksi. 
25. Jaringan  utama  adalah  bagian  dari  jaringan  infrastruktur 

telekomunikasi  yang  menghubungkan  berbagai  elemen jaringan 

telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai  central trunk,  Mobile  

Switching Center  (MSC),  Base Station Controller (BSC)/Radio  Network 
Controller  (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). 

26. Ijin Mendirikan  Bangunan  Menara  yang  selanjutnya  disingkat IMB  

Menara  adalah  ijin  mendirikan  bangunan  yang  diberikan oleh  
Pemerintah  Daerah  kepada  pemilik  menara telekomunikasi  untuk  

membangun  baru  atau  mengubah menara  sesuai  dengan  

persyaratan  administrasi  dan persyaratan teknis yang berlaku. 
27. Standar  Nasional  Indonesia,  yang  selanjutnya  disingkat  SNI, adalah  

standar  yang  ditetapkan  oleh  Badan  Standardisasi Nasional dan 

berlaku secara nasional. 

28. Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  
danmengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu  standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi  
dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan  ketentuan  

peraturan  perundang-undangan  mengenai Retribusi Daerah. 

29. Penyidikan  tindak  pidana  dibidang  Retribusi  adalah serangkaian  
tindakan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  untuk mencari  serta  

mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat terang tindak 

pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
30. Standar  Biaya  Umum  yang  selanjutnya  disingkal  SBU  adalah 

satuan biaya  berupa harga satuan,  tarif  dan  indeks  yang  digunakan  

untuk menyusun  komponen  masukan  kegiatan  yang  ditetapkan  

sebagai biaya  masukan. 
 
 

2. Ketentuan  Pasal  31  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 

Pasal 31 

 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa 
yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah 

Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan pengendalian dan 

pengawasan menara telekomunikasi. 
 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtetapkan 

sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 
 

3. Ketentuan  Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 32 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk 

menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan 
pengendalian menara telekomunikasi. 

 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian 

menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja 

Barang Habis Pakai. 
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4. Ketentuan  Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 33 

 

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 
Rp4.691.700,00 (empta juta enam ratus sembilan puluh satu ribu 

tujuh ratus rupiah) per menara per tahun. 

 

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 
paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

 

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula 
perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

 
5. Ketentuan  Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 35 

 
(1) Dalam  hal  wajib  retribusi  tertentu  tidak  membayar  tepat  pada  

waktunya atau  kurang  membayar,  dikenakan  sanksi  administratif  

berupa  bunga sebesar  2%  (dua  persen)  setiap  bulan  dari  retribusi  
yang  terutang  yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan STRD.  

 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 

a. teguran; 

b. denda administratif; 
c. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan 

d. penindakan  berupa  penyegelan  dan/atau pembongkaran. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati. 

 
6. Ketentuan  Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 43 
 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan 
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian dan 

pengawasan menara telekomunikasi. 

 
(2) Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungan (asuransi) 

terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan 

menara.   

 
7. Pasal 61dihapus. 
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Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai. 

 

Ditetapkan di Sinjai 

pada tanggal 4 Oktober 2017 
 

BUPATI SINJAI, 

 
ttd 

 

 
SABIRIN YAHYA 

 

Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal 4 Oktober 2017 

 

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 
ttd 

 
 

       AKBAR 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 4 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI 

SELATAN B.HK.HAM.3.122.17 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Kepala Bagian Hukum dan HAM 
 

 

 
 

LUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si 

Pangkat: Pembina 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 
I. UMUM  

  

 Bahwadengan adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara 
Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Retribusi terhadap Menara 

Telekomunikasi, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR  103 
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LAMPIRAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI 

NOMOR 4 TAHUN 2017 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI N0MOR 13 TAHUN 2012  TENTANG RETRIBUSI 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 

 
FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

Deskripsi Biaya Jumlah Hari Banyak Jumlah Keterangan 

1. Trasnportasi Rp.    375.000,00 45 Hari 1 Tim Rp.     16.875.000,00  

2. Uang Harian Rp.      20.000,00 45 Hari 3 orang Rp.       2.700.000,00  

3. Alat Tulis Kantor Rp. 2.320.000,00 Paket 1 Tahun Rp.       2.320.000,00  

Total Biaya      Rp.   21.895.000,00  

 
 

Rp. 21.895.000,00/56 menara = 390.982,00 x 12 
= Rp. 4.691.784,00 
Pembulatan = Rp. 4.691.700,00/menara/tahun 

 

   

           BUPATI SINJAI, 

 
 

            ttd 
    

           SABIRIN YAHYA 
 
 
 


